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{Menggagas Ambang Batas Fraksi}

dalam reformasi sistem

kepartaian dan kepemilu-
an Indonesia saat ini adalah
bagaimana menyvelimbangkan
representasi  politik  dengan
efektivitas kelembagaan parle-
men. Selama ini, perdebatan
lebih terfokus pada ambang ba-
tas parlemen (parltamentary
threshold) atau perolehan suara
minimal secara nasional vang
harus didapat partal politik un-
tuk bisa dukutkan dalam pe-
nentuan perolehan kursi di
DPR. Padahal, ada Instrumen
lain yvang secara teoretik dan
praktik justru lebih proporsio-
nal untuk menvederhanakan
sistem  keparlalan  sekaligus
menjaga representasi, yaitu am-
bang hatas pembentukan fraksi
di parlemen.

Adalah fakta bahwa persya-
ratan bagi partai politik di In-
donesia sangatlah berat, bahkan
sejumlah pakar menyebulnya
berlebihan (overkill). Sejak ta-
hap pendirian, partai harus me-
menuhi standar struktur orga-
nisasi nasional yvang ketat. Se-
lain harus memiliki kepeng-
urusan ¢ seluruh provinsi, 75
persen kabupaten,kota, dan 50
persen kecamatan, partal juga
mesti punya anggota sejumlah
L.OO0 atau 1/1.000 dari populasi
di kabupaten/kota. Setelah
mendaftar ke KPL], partai baru
harus menjalani verifikasi ad-
ministratif dan faktual yang ti-
dak sederhana. Bahkan, ketika
sudah menjadi peserta pemilu,
untuk memperoleh kursi di
parlemen, partaln masih harus
berhadapan dengan kompetisi
elektoral vang mahal dan sangat
kompetitif.

Ambang batas efektif

Data ambang batas efektif
per daerah pemilihan (dapil) di
provinsi untuk Pemilu DPH
2024 (Perludem, 2025) menun-
jukkan bahwa sistem pemilu
Indonesia sudah membentuk
mekanisme penyaringan alami
terhadap partal politikk melahn
besaran dapil. Variasi jumlah
kursl dan dapil di tiap provinsi
menghasilkan ambang batas
efektif yang berbeda-beda, mu-
lai dari 2-3 persen di provinsi
dengan dapil besar seperti Jawa
Barat dan Jawa Timur hingga
mendekati 18-19 persen di pro-
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vinsi dengan dapil kecil seperti
Kalimantan Utara, Papua, dan
Maluku.

Perbedaan ini menegaskan
bahwa semakin kecil besaran
dapil, semakin tinggi ambang
batas suara vang diperlukan un-
tuk memperoleh kursi. Secara
nasional, rata-rata ambang ba-
tas efektif per dapil berada di
kisaran 108 persen, vang ber-
artl tanpa ambang batas formal
pun sistem pemilu proporsional
terbuka sudah menerapkan pe-
nvaringan signifikan. Data ini
memperlihatkan bahwa perso-
alan fragmentas1 parlemen h-
dak semata ditentukan oleh
ambang batas parlemen, karena
secara struklural sistem pemilu
sendiri telah menciptakan am-
bang batas representasi yvang
relatif tinggi

Karena itu, mempertahan-
kan atan menaikkan ambang
batas parlemen berpotensi
memperbesar jumlah suara ter-
buang (wasted vofes). Pada Pe-
milu DFR 2024, hal tersebut
terjadi pada Partai Persatuan
Pembangunan (FPP) vang se-
harusnya memperoleh 12 kursi
di DPR, tetapi karena suara
nasionalnya kurang darl am-
bang batas 4 persen, seluruh
suara dan kursi yang didapat
menjadi hangus. Hal serupa ter-
jadl pada Partal Solidartas In-
donesia (PSI) yang kehilangan 5
kursi dan Partai Persatuan In-
donesia (Perindo) vang kehi-
langan satu kursi.

Jika terus dipertahankan, ke-
tentuan itu bisa makin mele-
mahkan prinsip proporsiona-
litas dalam sistem perwakilan
Indonesia. Padahal, Mahkamah
Konstitusi melalu putusan no-
mor 116/PUL-XX1,/2023 mene-
gaskan bahwa pengaturan am-
hang batas harus diramuskan
secara rasional, proporsional,
din partisipatif, serta menjaga
keseimbangan antara represen-
tasi politik dan penyvederhana-
an sistem kepartaan.,

Dalam kerangka itulah ga-
gasan ambang batas pem-
bentukan fraksi  (foctional
threshold) menjadi lebih rele-
van sebagal pihhan Fraksi bu-
kan sekadar wadah adminis-
tratif, melainkan instrumen
utama kerja parlemen yvang me-
nentukan distribusi kursi alat
kelengkapan dewan, agenda le-
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gislasi, hingga konfigurasi ke-
kuatan polhitik dalam pengam-
bilan keputusan, Penyederha-
naan melalui fraksi lebih tepat
sasaran kKarena menyasar elek-
tivitas kerja parlemen, bukan
membatasi representasi rakvat.

Secara  historis, Indonesia
bukan tanpa pengalaman. Pada
DPR hasil Pemilu 1999 pernah
diterapkan ketentuan ambang
batas pembentukan fraksi vang
mendorong konsolidasi politik.
UU Nomor 17 Tahun 2014 ten-
tang MD3 juga mengatur bahwa
setiap fraksi di DPRD berang-
gotakan paling sedikit sama de-
ngan jumlah komisi di DPRID
Jika suatu partai tidak meme-
nuhi ketentuan itu, anggolanya
dapat bergabung dengan fraksi
vang ada atau membentuk frak-
51 gabungan Artinya, secara
normatif dan empiris, ambang
batas fraksi bukan hal baru da-
lam sistem ketatanegaraan In-
donesia.

Praktik komparatif

Penguatan argumen im da-
pat dilihat dari praktik Parle-
men Eropa. DM lembaga terse-
but, anggota parlemen teror-
ganisasi dalam polifical groups
vang dibentuk berdasarkan afi-
liasi ideologis lintas negara,
Pembentukannya mensyarat-
Kan minimal 25 anggola dari
sedikitnya seperempat negara
anggota Uni Eropa sehingga
jumlah kelompok politik tidak
terlalu banyak dan memiliki ka-
pasitas kerja serta kohesi vang
memadai.

Studi komparatif Moham-
mad Novrizal dart Universitas
Utrecht (2024) menunjukkan
bahwa polifical groups meru-
pakan organisasi intl kerja par-
lemen yang menentukan dis-
tribusi kekuasaan, koordinasi
legislasi, dan efektivitas peng-
ambilan keputusan. Nowvrizal
Juga merekomendasikan pe-
nguatan persyaratan pemben-
tukan fraksi di DPR sebaga
bagian dari reformasi kelem-
bagaan, keimbang ambang ba-
tas parlemen vang bisa meng-

eliminasi representasi dan
membatasi keragaman pilihan
politik.

Pelajaran penting dari model
farlemen Eropa adalah pem-
bedaan yang jelas antara am-
bang batas representasi dan
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ambang batas kerja parlemen.
Parliamentary threshold me-
nentukan siapa masuk parle-
men, sedangkan ambang batas
fraksi menentukan bagaimana
parlemen bkekerja, Indonesia
terlalu menitikberatkan pada
vang pertama sehingga penye-
derhanaan sistem kepartaian
ditempuh dengan menalkkan
ambang batas parlemen wyang

berisiko memperbesar suara
terbuang dan melemahkan pro-
porsionalitas

Sebaliknya, pendekatan am-
bang batas fraksi memungkin-
kan semua suara yang berhasil
dikonversi menjadi kursi tetap
dihormati, sekalicus mendo-
rong konsolidas: poliik dalam
kerja parlemen, Penyederhana-
an sistem kepartaian terjadi pa-
da tingkat kelembagaan, bukan
dengan membatasgi pilihan rak-
vat. Inilah esensi desain ke-
lembagaan demokratis vang
menjaga representasi  tetapi
memastikan parlemen efektif,

Dari perspektif desain ke-
lembagaan, ambang batas fraksi
memiliki beberapa keunggulan:
menjaga representasi rakyat ka-
rena semua suara vang berhasil
dikonversi menjadi kursi tetap
dihormat; meningkatkan etek-
tivitas parlemen melalui konso-
lidasi kerja politik; mendorong
koalisi programatik antarpartai;
serta mengurangl fragmentasi

ekstremm tanpa menciptakan
suara terbuang,
Reposisi kebijakan

Pengaturan ambang batas
fraksi harus dirumuskan ha-
ti-hati. Besarannya tidak boleh
terlalu tinggi sehingga menutup
ruang representasi, tetapi juga
tidak terlalu rendah sehingga
tidak berdampak pada efektivi-
tas parlemen. Prinsip yang ha-
rus dijaga adalah proporsiona-
litas, inklusivitas, dan rasiona-
litas kelembagaan. Pola wang
digunakan pada pembentukan
fraks: di DPRD—yakni anggota
paling sedikit sama dengan
jumlah komisi—bisa menjadi
rujukan bagl svarat pemben-
tukan fraksi untuk DPR.

Dalam konteks reformasi hu-
kum pemilu ke depan, terutama
menjelang penataan ulang sis-
lem kepartaan pasca-Pultusan
MK No 16/PUU-XXI/ 2023,
pembentuk  undang-undang
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perlu mempertimbangkan re-
posisi kebijakan penyederhana-
an partal. Jika fujuan utamanya
adalah stabilitas pemerintahan
dan elektnvitas parlemen, in-
strumen vang lebih tepat adalah
ambang batas pembentukan
fraksi, bukan semata ambang
batas parlemen.

Demuokrasi perwakilan yang
sehat bukanlah demokrasi yang
membatasi pilihan rakvat, me-
lainkan yang mampu mener-
jemahkan keragaman pilihan
itu menjadi pemerintahan yang
efektif. Beformasi sistem ke-
partaian Indonesia sudah se-
mestinya bergerak dari logika
pembatasan menuju logika pe-
nataan. Gagasan ambang batas
fraksi adalah salah satu pilihan
konstitusional untuk mencapai
tujuan tersebut.
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Warga [ran tidur

tak nyenyak,

makan tak enak.
Kenyamanan memang
tak bisa dibell.
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Tidak ada kata tua
untuk belajar.

Makin sering belajar,
makin sadar kita belum
banyak tahu.
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Hampir 144 juta orang
bakal mudik.

Semoga semua selamat
sampai di tujuan.
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